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Pungutan di 4
Pos Toboli Dikeluhkan

PARMOUT, MERCUSUAR- Dianggap memberatkan,
sejumlah pedagang ayam potong di Kota Parigi men-
geluhkan sumbangan pihak ketiga yang dibebankan
oleh Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset
Daerah (PPKAD) Parmout kepada mereka.

Bahkan jumlah sumbangan pihak ketiga
yang dibebakan kepada mereka oleh petugas
pos terpadu Toboli dinilai cukup besar yakni
antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per satu
kali jalan. Karena ulah oknum petugasituyang
memberikan tarif yang tinggi terhadap sumbangan
itu, mengakibatkan meningkatnya harga operasional
pedagang.

Seperti diungkapkan salah seorang pedagang ayam
Faisal warga Kota Parigi, yang sudah menjadi peda-
gang ayam potong kurang lebih satu tahun terakhir.
Dikatakanya selama ini pihaknya selalu menghargai
dan menaati peraturan yang telah diatur dalam bentuk
perda atau semacamnya.

Tetapi, pihaknya mempertanyakan jumlah
sumbangan yang cukup tinggi dan di nilai
sangat memberatkan mereka,seperti jumlah
sumbangan yang menilai Rp500,- per ekor
yang dipatok petugas Dinas PPKAD di pos
terpadu Desa Toboli Kecamatan Parigi Barat terhadap
pedagang membuat mereka merugi dan terbebani.

“Kalau dengan dipatok begitu kalau kita bawa ayam
300 ekor tentunya kita harus bayar Rp150 ribu,ini
sangat memberatkan kami,belum lagi kalau ada ayam
yang mati dijalan,tentunya kami mengalami kerugian,”
akunya.

la mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali dimin-
tai sumbangan oleh petugas saat melintas pos terpadu
tersebut. Menurut mereka dana sumbangan itu, akqn
disetor ke kas daerah sebagai PAD.

Padahal kata dia, dalam surat bukti pemba-
yaran yang diterimanya dari petugas pos itu,
tidak dijelaskan besaran nominal sumbangan.
Melainkan, sumbangan pihak ketiga tetap dapat
diberlakukan sepajang tidak mengatur jenis dan jumlah
pengutan. TIA




